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PERATURAN DALRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUFATEN DAFRAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat IT Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 per
lu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan -
Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974,

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pakok
Pemerintahln di Daerah ;

2o Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk
an Daerah~dascreh Kabupaten dalam lingkungan Propin-
si Jawa Tengah Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 32 -
Tahun 1950 ;

5« Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bu-
mi dan Bangunan ;

Ly Peraturan Pemerintah Nomor 5 Trhun 1975 tentang Pe-
ngurusan, Pertangeungjawaban dan Pengawasan Keuang-
an Daerah

O« Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Ca-
ra Penyusunan Anggarsn Pendapatan dan Belanja Dae -
rah, Pelaksanaan Teta Useha Keusngan Daerah dean -
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be -
lanje Daerah ;

6, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata

Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pen

siun bagi Daerah Otonom ;

7+ Peraturan ¢ieeee



74

9

11,
12,
13,

-

14,

E;
15,

16,

p i

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh~contok Cara Penyusunan Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Ke-
uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Da-
erah..;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978
tentang Pelaksanman Tuntutan Genti Rugi Keuangan dan

Materiil Daerah -

Peraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 -
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil

Daerah ;

Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 -
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bu-
mi dan Bengunan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun -
1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administra-
si Keunangean Dacrah ;

Keputusan Menteri Delem Negeri Nomor 570-3260 tanggsal
23 Oktober 1981 tentang Program Pembinasn Anggaran -
Daerah don Pengendalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun -
1981 ftanggnl 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis

trasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 -
tenteng Langkah Pertamn Pensinkronisasian Anggeran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tang -
ga 1 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggarsn Pendanatnn dan Belan-
ja Daerah ;

Keputusan Menteri Dslam Negeri Nomor 903-1319 tang -
Al 19 September 1985 tenteng Penyempurncan Keputus-
an Menteri Delam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelak-
sanasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

-

18, Keputusan ,eveeee

E_.



18, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
tangeal 13 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelola-
an Pendapatan Daerah Hagil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal
3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susun-
an Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungen Ang-
Faran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal
11 April 1987 tenteng Penggunecan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah -
serta Petunjuk Tekhnis Teta Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal
19 Januari 1988 tenteng Penyempurnaan Bentuk dan Su-

sunan Pendapatan Daerah,

lemperhatiken : 1, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tang -
gal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Ang-
garan Fendapatan dan Belanja Daerrh Tahun Anggaran
1991/1992 ;

2, Surat Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 902/83%84 tanggal 2 Maret 1991 perihal Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah -
Tahun Anggaran 1991/1992 ;

B, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun -
1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan De -
wen Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982
dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
OL/KEP/DPRD/1987,

Mendengar : 1, Pembicaraan dalam Sideng~sidang Panitia Anggaran -
tanggal 18, 19 dan 20 Maret 1991 ;

2. FPembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tang
gal 30 Maret 1991,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeral,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN TAHUN ANGGAR

AN 1991/1992, 56 Pasal 1
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Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatean dan Belanja Deserak Tahun Anggar
an 1991/1992 adalah Sebesar tesescsoae Rpo 15066809540000500
terdiri dari :
a, FENDAPATAN ;

o= I)endﬂpa‘tpn ® % 000 0@ o000 sesene N Rp. 150668095“‘.600300
b, BELANTA :

- Rutin : Rps7.836.411,000,00
- Pembangunen: Rp.7.832,543,000,00

Rp. 15.668.954.000,00
Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut
a, PENDAPATAN : ,

- Pendmpatﬁn L I N S N S S RPQ 200890965'000300
b, BELANJA :

- Rutin 3 Rp.2.089.965.000,00
~ Pembangunen: Rp, -

Rp. 2,089.965,000,00

Pasal 3
(1) Perincian dari Ketentusn tersebut pada Pasal 1 dimuat da
lam Lampiran A4,

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal
1 dan Pasal 2 dimuat dalen Lempiran A,I, 4,TII/R dan
b I/Po

(3) Contoh rincian sebagaimsna dimaksud ayat (1) dan (2) Pa-
s§Al ini merupskan bagisn yang tidek terpisahkan,

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesual peratur-
an perundeng-undangan yang berlaku edalah sebagaimana daf -
tar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan
dari pejabat yang bervenang dan berlaku mulai tanggal 1 -
April 12991,

Ditetapkﬂn di EEEEEE)



Ditetapkan di : KEBUME N .
Pada tanggal : 30 Mrret 1991 ,

DEWAN PERWAKILAN RaAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAF TINGKAT IT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN KEBUMEN
KETUL
G ttd, Cipa ttd,
SARIDJI AN HADISUMARTO. AMIN SOEDIRYOQ

Disshkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah de-
ngan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1991 Nomor 903/731/1991,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kebupaten Deserah Tingkat II
Kebumen Nomor /4 Tehun 1991 Seri D pada tanggel 15 Juni 1991,

SEXRETARIS WILAYAH/DAERAR
Cap. ttd,

Drse S ANTOQ S5 O
NIP., 010 056 268

E_.
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DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
4N YANG BERLAKU,
LAMPIRAN : II
CONTOH A,
NO, ¢ DINAS/ INSTLANS : PASIL - PASAL ' KETERANGAN

- ...—-..-u..--..-“........_.._-—._.-_._w..-.--.-...—-m.......---..‘...-._-‘——-_._...-—m-......—_.._.__._...—_-.—..—n————--—--

1, ' BELANJA4 DPRD. ' 2.,2,1, 1001a s/d lOlOa' !

2¢ " BELANJA SEKRETARIAT ''2,2,1, 1011 s/4 1016, ' BELANJA Ba-

DPRD, RANG
1 !
' 1051 s/d 1054, ' BELANJA PEME
' ; 1 LIHARAAN,
LO71  s/d 1074, BELANJA PER-
¢ ' ' JALANAN DINAS,
' ; 1081 s/d 1100, , BELANJA LAIN
LAIN,
1 1] 1
3. 1 KEPALA. DAERAH DAN WA, 2,2.2. 1001b, ;
KIL. KEP.LA DAERAH 1009b,
i ] 1
1010b,
Ly ' SEXRETARIAT ' 2.2,3, 1011 s/d 1010, ' BELANJL BA -
RANG.
i ' 1051 s/d 1055, ' BELANJA PEME
IJ IHAR.A.J’:\.N.
! ' 1071 s/d 1074, ' BELANJA PER-
J AL ANAN DINAS,
' ' 1081 s/d 1100, ' BELANJA LAIN
LAIN
5 ' DIPENDL ''2.2.4, 1011 s/d 1018, ' BELANJA BA -
RANG
y ' 1051 s/d 1054, ' BELANTA PEME

LTHARAAN,

: ' 1071 s/d 1074, ' BELANJ. PER-
JALANAN DINAS,

' ! 1081 s/d 1100, ' BELANTA LATRN

LAIN,
6, ' INSPEKTORAT WIL.YAH 242454 1011 s/d 1016, ' BELANJA BA -
Ki’LB[J—.F.“.ATEI\J. PLIAiNG.
: ' 1051 s/d 1054, ' BELANTA PEME
L THARAAN.

- 85 1071 5/d 1080 ,.4u.e

s G
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No, ¢ DINAS/INSTANSI ! PASAL. - PASEHL. '  KETERANGAN
t ! 1071 s/d 1080, ' BELANJA PERJA-
LANAN DINAS,
i ' 1081 s/d4 1100, ' BELANJA LAIN -
L if\", INQ
7. ' B.iPPEDL, ' 2.2.,6, 1011 s/d 1016, ' BELANJA BARANG,
' ! 1051 s/d 1054, ' BELANJA PEMELT
HARAAN,
' t 1071 s/d 1074, ' BELANJA PERJA-
LANAN DINAS.
' f 1081 =/d 1100, ' BELANJA4 LAIN
LAIN,
8, ' PEMBANTU BUPATI. v 2,2.7. 1011 s/d 1016, ' BELANJA BARANG,
t ' 1051 s/d 1054, ' BEL.NJ) PEMELI
HARALAN,
: ! 1071 =/d 107L, ' BELANJA PERI.A-
LLiNLN DINLS.
b ' 1081 s/d4 1100, ' BELANJA LAIN-
LAIN,
9¢ ' KEC.IMATAN-KECAMATAN' 2,2,8, 1011 s/d 1016, ' BELANJA BARANG,
! ! 1051 s/d4 1054, ' BELANJA PEMELI
HA‘.R{LAN.
i ' 1071 s/d 1074, ' BELANJA PERJA-
LANAN DIN.LS,
' ' 1081 =/4 1100, ! BELALNJA LAIN -
LAIN,
10s ' DINAS PARIWISATA. ' 2,2,9. 1011 s/d 1016, ' BELANJA BARANG,
‘ ' 1051 s/d 105k, ' BELANJA PEMFLT
HARAAN,
: ' 1071 s/4d 1074, ' BELANJA PERJA-
LANAN DINAS.
' . 1081 s/d 1100, ' BELANJA LAIN -
L L‘.II\T.
til, ¥ Bp-7, ' 2,2,10,1011 s/d 1016, ' BELANJA BARALNG,
! ' 1051 s/d 1054, ' BELANJA PEMELI
HARAAN,
! ' 1071 s/d 1080, ! BELANJ4 PERJA-
LANAN DINAS.
: f 1081 s/d 1100, ' BELANJA LAIN -
LAIN.,
i 1 1
12, RSPD INDRAKILA ,....
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DINAS/ INSTANST '

PASAL - PASAL.

"'  KETERANGAN

14,

Ll

17,

RSFD INDRAKILA, f

PERJAKILAN KECAMATAN ¢t

DINAS PEKERJAAN UMUM !

DINLS KESEHATAN K.BU !
PATEN,

RUMAH SAKIT UMUM Dh- !
ER.AH, :

PUSKESM.LS I VRERO GOM !
BONG DiN PUSKESMAS '

PERCONTOHAN PREM3UN,

242,11,1011 s/d
1051 s/d

1071 s/4d
1081 s/d
2.2,12,1011 s/4
1051 s/d
1071 s/a

1081 s/4d

203&1. 1011 S/d
1051 s/d

1071 s/4d

1081 s/4

o

2¢De¢l, 1011 s/d
1051 s/d

1071 s/4d
1081 s/d
2.5,2, 1011 s/d
1051 s/a
1071 s/4
1081 s/d
2e5e3. 1011 8/d
1051 s/d
1071 s/4d

1081 s/4

1016 ' BELANJA BARANG,

1054 ' BELANJA PEMELI-
HARAAN,

1074 ' BELANJA PERJA -
LANAN DINAS,

1100 ' BELANJA LAIN -
LAIN,

1016 ' BELANJA BARANG,

1054 ' BELANJA PEMEL I-
HARAAN,

1074 ' BELANJA PERJALA
NiN DINAS,

1100 * BELANJA LAIN
L4TIN,

1016 ' BELANJ4 BARANG,

1054 ' BELANJA PEMEL I-
HARAAN,

1074 ' BELANJA PERJA -
LANAN DINAS,

1100 ' BELANJA LAIN -
LaIN,

1016 ' BELANJL BARANG,

1054 ' BELANJA PEMELI-
I{AALR.A‘:‘;N °

1074 ' BELANJAL PERJA -
LANAN DINAS,

1100 ' BELANJA LAIN -
LAIN,

1026 ' BELANJ. BARANG

1057 ' BELANJA PEMEL I-
HARALN,

1074 ' BELANJA PERJA -
LANAN DINAS,

1100 ' BELANJA LAIN =
LAIN,

1025 ' BELANJA BARANG,

1054 ' BELANJA PEMEL I-
HLiRAAN,

1074 ' BELANJL PERJA -
LANAN DINAS,

1100 ' BELANJA LAIN -
LA.IN.

18. DINAS eescsone
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No, ! DINAS/INSTANSI y PASAL~PASAL ! KETERANGAN
18, ' DIN&S PETERNAKAN, ''2.8,4, 1011 s/d 1016, ' BELANJA BARANG,
' ' 1051 s/d 1054, ' BELANJA PEMEL I-
HARAAN,

' ' 1071 s/d 1074, ' BELANJL PERTA -
LANAN DINAS,

! f 1081 s/d 1100, ' BELANJA LAIN -
LAIN,
19, ' DIN4AS PRRIK/.NAN, ' 2.,8.,5, 1011 s/d4 1016, ' BELANJ4 BLRANG,
f ; 1051 s/4d 1054, ' BELANJA PEMEL I-
HARAAN,

‘ ! 1071 s/d 1074, ' BELANJA PERJA -
: LANAN DINAS,

! t 1081 s/d 1100, ' BELANJA LAIN -
LAIN,

] I { §

POSMLPLSIL INI DAN PASAL 2,14,1, 1131 /a4 1136 DALPAT DITAMBAR
PULA4 DENG:.N MENGURANGI PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA ( 2,15.1.,
1151 ),

— - T T T T e e e e P T T o o T o T o o e o e e T et e e e e e e e . o e o oo o e Sy
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